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P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Pga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  telah  menjatuhkan

penetapan  sebagai  berikut  dalam perkara  pengesahan  nikah  yang  diajukan

oleh:

Tato  bin  Yuni,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Karang Anyar Rt.005 Rw.002,

Kelurahan Kance Diwe, Kecamatan Dempo Selatan,

Kota Pagar Alam., sebagai Pemohon.I;

Ismi binti Sukarni, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karang Anyar

Rt.005  Rw.002,  Kelurahan  Kance  Diwe,  Kecamatan

Dempo  Selatan,  Kota  Pagar  Alam.,  sebagai

Pemohon.II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta

memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01

April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam, di

bawah  register  Nomor  29/Pdt.P/2021/PA.Pga,  tanggal  01  April  2021 telah

mengajukan  permohonan  pengesahan  nikah  dengan  alasan-alasan  sebagai

berikut:

1.    Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah

pada  tanggal  10  Desember  1994,  wali  nikah  adalah  ayah  kandung
Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Sukarni,  dengan mas kawin uang Rp.10.000 tunai di

Desa Benua Keling, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan

Kota  Pagar  Alam  Dengan  saksi  dewasa  masing-masing  bernama

Irhanansah dan Ambrullah;

2.    Bahwa  sebelum  akad  nikah  Pemohon  I  berstatus  perjaka  dan

Pemohon II berstatus perawan;

3.    Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk

menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda,

sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan

dengan orang lain;

4.    Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 23

tahun dan Pemohon II berumur 17 tahun;

5.    Bahwa perkawinan Pemohon I  dan Pemohon II  dilaksanakan atas

kehendak  bersama,  bukan  karena  dipaksa  ataupun  karena  ada  hutang

piutang;

6.    Bahwa selama menikah Pemohon I  dan Pemohon II  tidak pernah

murtad dan  tidak pernah melakukan perceraian;

7.    Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana

layaknya suami isteri  dan telah memiliki  3 orang anak perempuan yang

bernama 

1. Selvi  Andriani binti Tato umur 25 tahun;  

2. Tiwi Santika binti Tato umur 18 tahun 11 bulan;  

3. Novan Sanjaya bin Tato umur 15 tahun 11 bulan;  

8.    Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak 

tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  perkawinan

Pemohon I dan Pemohon II syarat-syarat telah di penuhi oleh Pemohon I

dan  Pemohon  II  akan  tetapi  saat  itu  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

kekurangan biaya untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan

Buku  Kutipan  Akta  Nikah  tersebut  sangat  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, untuk akta kelahiran anak dan

administrasi lainnya;  
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Bahwa  berdasarkan  uraian  diatas,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II,  mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang

memeriksa  perkara  ini  untuk  kiranya  berkenan  membuka  persidangan,

memeriksa dan mengadili untuk kemudian menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1.    Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  

2.    Menetapkan  sah  perkawinan  Pemohon  I  (Tato  bin  Yuni)  dengan

Pemohon  II  (Ismi  binti  Sukarni)  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  10

Desember  1994  yang  dilaksanakan  di  Desa  Benua  Keling,  Kelurahan

Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam 

3.    Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa  atas  perintah  Ketua  Majelis,  Jurusita  telah  mengumumkan

adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 April  2021 untuk

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

selama masa  tersebut  tidak  ada  pihak  lain  yang  mengajukan  keberatan  ke

Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah

hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan

Pemohon II; 

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya,  Para Pemohon menyampaikan

beberapa alat bukti, yaitu: 

A.  Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672041501710001 atas

nama  Tato,  tanggal  15  April  2012  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pagar  Alam  Bukti  surat
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tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672044905770001 atas

nama  Ismi,  tanggal  26  Januari  2018  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pagar  Alam  Bukti  surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672042608080013 tanggal 27 Agustus

2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi - Saksi:

1. Sarpawi  bin  Yuni,  umur  51  tahun,  agama

Islam,  pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Aceh Kecamatan

Pajar  Bulan  Kabupaten  Lahat,  dibawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

-   Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon I dan II; 

- Bahwa hubungan saksi  dengan Pemohon I dan Pemohon II  adalah

kakak kandung Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II  menghadap di  persidangan ini

untuk mengesahkan pernikahannya;

-  Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Dempo  Selatan  disebabkan  pada  saat

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan Pemohon I

belum memiliki dana untuk membayar administrasi pernikahan;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Benua Keling,

Kelurahan  Atung  Bungsu,  Kecamatan  Dempo  Selatan  Kota  Pagar

Alam, pada tanggal 10 Desember 1994;
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- Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  ayah  kandung

Pemohon II bernama Sukarni;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab

kabul adalah Irhanansah dan Ambrullah;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa

uang Rp.10.000 tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon

II berstatus perawan;

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada  hubungan  darah,

semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan

atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  pernah  bercerai,

keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya beragama islam

sejak sebelum menikah sampai saat ini;

- Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sahnya sebuah

perkawinan, untuk akta kelahiran anak dan administrasi lainnya; 

2. Didi  Irawan  bin  Namang,  umur  43  tahun,

agama  Islam,   pekerjaan  petani,  bertempat  tinggal  di  Bangun  Rejo

RT.010 RW.006 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-   Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon I dan II;

- Bahwa hubungan saksi  dengan Pemohon I dan Pemohon II  adalah

paman kandung Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II  menghadap di  persidangan ini

untuk mengesahkan pernikahannya;

-  Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Dempo  Selatan  disebabkan  pada  saat

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan Pemohon I

belum memiliki dana untuk membayar administrasi pernikahan;
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- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Benua Keling,

Kelurahan  Atung  Bungsu,  Kecamatan  Dempo  Selatan  Kota  Pagar

Alam, pada tanggal 10 Desember 1994;

- Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  ayah  kandung

Pemohon II bernama Sukarni;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab

kabul adalah Irhanansah dan Ambrullah;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa

uang Rp.10.000 tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon

II berstatus perawan;

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada  hubungan  darah,

semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan

atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  pernah  bercerai,

keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya beragama islam

sejak sebelum menikah sampai saat ini;

- Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sahnya sebuah

perkawinan, untuk akta kelahiran anak dan administrasi lainnya; 

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan

membenarkan  dan  selanjutnya  menyampaikan  kesimpulan  tetap  pada

permohonan para Pemohon; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu

yang  terjadi  dalam  persidangan  sebagaimana  termuat  dalam  berita  acara

persidangan merupakan bagian yang tak  terpisahkan dan dianggap termuat

dalam penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah

Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ; 

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada

papan pengumuman  Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 hari sebelum

perkara  ini  disidangkan,  namun  ternyata  tidak  ada  pihak  yang  mengajukan

keberatan  atas  permohonan  para  Pemohon tersebut,  maka  Majelis  Hakim

menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya; 

Menimbang,  bahwa  pokok  perkara  ini  adalah  permohonan  itsbat/

pengesahan nikah dan Para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam

namun  para  Pemohon  tidak  memiliki  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  karena

pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara

Para  Pemohon sangat  membutuhkan bukti  pernikahan  sah,  oleh  karenanya

permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan

penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku

kutipan akta nikah dari KUA;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diajukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya

permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya,  Para

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta

menghadirkan  dua  orang  saksi  yang  keterangannya  tertuang  sebagaimana

dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  dan  P.2  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang

berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63

ayat  (1),  dan  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang

Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor

25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang

atas nama Pemohon I dan Pemohon II  yang bertempat tinggal di  wilayah di

Karang  Anyar  Rt.005  Rw.002,  Kelurahan  Kance  Diwe,  Kecamatan  Dempo
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Selatan,  Kota  Pagar  Alam.,  maka  Majelis  Hakim  menilai  bukti  P.1  dan  P.2

merupakan akta autentik yang  memiliki kekuatan  pembuktian sempurna dan

mengikat,  dan  isi  materiil  bukti  tersebut  merupakah  fakta  yang  dapat

menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon, serta menunjukkan  inperson

yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I dan

Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon

II,  dan sesuai  dengan ketentuan Pasal  4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama

Pagar Alam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Para

Pemohon, yang  dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,  setelah diperiksa

ternyata telah bermeterai cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan

(2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang

Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000

tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti

tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti,

selanjutnya bukti P.3 juga dikategorikan merupakan akta autentik yang memiliki

kekuatan  pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut

merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran telah membuktikan bahwa

keduanya  telah  hidup  berumah  tangga,  namun  demikian  hubungan  antara

keduanya  tidak  ada  catatan  pernikahan  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat

pencatatat nikah, maka patutlah para Pemohon mengajukan permohonan isbat

nikah  di  Pengadilan  Agama  Pagar  Alam  dengan  tujuan  untuk  memenuhi

persyaratan dalam mendapatkan buku nikah dari KUA;

Menimbang,  bahwa  bukti  saksi  yang  dihadirkan  oleh  para  Pemohon

adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung

saksi  sendiri  dan keterangannya saling  terkait  satu  dengan yang lain,  serta

tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal

171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal  308 R.Bg.  dan 309 R.Bg.

kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan
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materil  kesaksian, dan keterangan saksi  tersebut merupakan alat  bukti  yang

mempunyai nilai pembuktian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi

para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-

dalil  permohonan  para  Pemohon,  maka  sesuai  ketentuan  pasal  307  R.Bg.,

keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  oleh

karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti para Pemohon baik

bukti  tertulis maupun keterangan 2 orang saksi  di  muka persidangan,  maka

telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

 Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

pada tanggal 10 Desember 1994 di Desa Benua Keling, Kelurahan Atung

Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, dengan wali nikah

ayah kandung Pemohon II bernama Sukarni, dengan maskawin berupa uang

Rp 10.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-

masing bernama Irhanansyah dan Ambrullah;

 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II

berstatus perawan;

 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

atau  sesusuan  atau  hal  lain  yang  menghalangi  pernikahan  Pemohon  I

dengan Pemohon II;

 Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II;

 Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  pernah  bercerai  dan

murtad;

 Bahwa  Itsbat  Nikah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dimaksudkan  untuk

sahnya sebuah perkawinan, membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan

Pemohon II dan administrasi lainnya.

 Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon sebagaimana dalam

petitum  adalah  agar  Majelis  Hakim  menetapkan  sah  pernikahan  antara

Pemohon I dengan Pemohon II  sebagaimana yang telah terurai dalam posita,

maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

menikah secara Islam pada tanggal 10 Desember 1994 di Desa Benua Keling,

Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, tetapi

pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang

mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-

Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Jo  Pasal  2  ayat  (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap

perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku.  Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte

yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Menimbang,  bahwa berdasarkan penjelasan tersebut  di  atas  nyatalah

bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan

sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif  yang

diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,  Adapun faktor  yang

menentukan  sahnya  perkawinan  adalah  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh

agama  dari  masing-masing  pasangan  calon  mempelai,  diwajibkannya

pencatatan  perkawinan  oleh  negara  melalui  peraturan  perundang-undangan

merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

tidak  dicatatkan pada Kantor  Urusan Agama,  namun pernikahan yang telah

dilakukan  keduanya  tidak  menghilangkan  keabsahan  pernikahannya  karena

dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk

menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya
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permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi

maksud  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang

Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14

Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai

pendapat Majelis Hakim dalam Kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang

berbunyi: 

Artinya:     dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus

dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-

syaratnya  seperti  wali  dan  dua  orang  saksi  yang  adil  (terjaga

muru’ahnya);

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

Artinya:  “jika  telah  ada  saksi-saksi  yang  menyaksikan  perempuan  itu  atas

pengakuan pernikahanya, maka kukuhlah pernikahannya itu”.

Menimbang,  bahwa berdasarkan semua fakta-fakta  yang telah  terurai

tersebut di atas ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut

telah  memenuhi  syarat  rukun  sebagaimana  semua  peraturan  yang  berlaku

maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah, dan permohonan pengesahan

pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sebagaimana  yang  tertuang  pada

petitum angka 2 surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  3  ayat  (5)  Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  jis.  Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan

Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam

Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,  maka

Majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan  kepada  Pemohon  I
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dan Pemohon II  mencatatkan perkawinannya pada  Kantor  Urusan  Agama

yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3

tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan

berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.    Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2.   Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Tato  bin  Yuni) dengan

Pemohon  II  (Ismi  binti  Sukarni)  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  10

Desember  1994  di  Wilayah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Dempo

Selatan; 

3.    Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II  sejumlah

Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  di  Pagar  Alam  dalam  rapat

permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Pagar  Alam  pada  hari

Rabu tanggal 21 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442

H.  oleh  kami Asep  Irpan  Helmi,  S.H,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  Ahmad

Hidayat, S.H.I., M.H dan Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. masing-masing sebagai

Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri  oleh

Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Samson  sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota, 

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

Asep Irpan Helmi, S.H, M.H.
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Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 520.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 640.000,00
                         (enam ratus empat puluh ribu rupiah)
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


